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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan permasalahan-permasalahan yang telah 

diuraikan di dalam Bab II, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Urgensinya, Rehabilitasi merupakan bagian dari upaya 

penanggulangan penyalahgunaan psikotropika. Pecandu psikotropika 

yang sudah menjalani proses rehabilitasi tidak mengulangi tindak 

pidana penyalahgunaan psikotropika. Seperti di dalam Pasal 37 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 yang berbunyi :  

(1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma 

 ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam 

 pengobatan dan/atau perawatan”.  

(2)  Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.  

2. Kendala yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi yaitu : 

a. Segi Internal : 

1) Sangat jarang pecandu yang sadar akan perlunya menjalani 

proses rehabilitasi. 

2) Keluarga pecandu tidak peduli terhadap anggota keluarga yang 

menjadi pecandu. 

b. Segi Eksternal : 
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1) Paradigma Masyarakat yang masih menganggap bahwa orang 

yang menyalahgunakan psikotropika merupakan sebuah aib, 

padahal merupakan sebuah penyakit yang perlu segera 

ditangani. 

2) Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang memiliki 

wewenang untuk menjalankan proses rehabilitasi.  

 

B. Saran 

1. Pemerintah meningkatkan perannya dalam usaha rehabilitasi dan 

penanganan penyalahgunaan psikotropika dengan cara memberi 

penyuluhan kepada masyarakat di seluruh lapisan.  

2. Perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat penegak 

hukum, dan masyarakat dari segala lapisan untuk memberantas 

peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau 

Psikotropika.  

3. Masyarakat seharusnya lebih peduli terhadap anggota masyarakatnya 

agar tidak terjerumus menyalahgunakan narkotika atau psikotropika.  

4. Orang yang menjadi korban penyalahgunaan psikotropika wajib 

mendapatkan hak-haknya untuk menjalani proses rehabilitasi sesuai 

dengan ketentuan yang sudah diatur didalam intrumen hukum nasional 

dan internasional serta hak sebagai warga negara untuk mendapat 

perlindungan.  
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